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1ll ssociotion of Southeost Asian Nations (ASEAN) menandatangani ASEAN
flChofter (selanjutnya disebut Piagam ASEAN) pada 20 November 2007
, ldan saat ini semua Negara anggota ASEAN sudah meratifikasinl'a. Salah
satu hal penting yang diatur dalam Piagam ASEAN adalah soal pengakuan
legal personolity (personalitas hukum) ASEAN.Personalitas hukum ASEAN ini
diatur pada pasal 3 Piagam yang menyatakan: "ASEAN, os an inter-govermentol
orgonisation, is hereby conferred legol personolity".2Pengakuan ini merupakan
kesepakatan Negara-negara anggota yang penting bagi perkembangan ASEAN
sebagai sebuah organisasi internasional yang diperhitungkan di kancah dunia
dan sangat berpengaruh di kawasan Asia.
1 Koesrianti, S.H.,LLM.,Ph.D, Dosen Hukum lntemasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
alamat email koerianti@fti.unair.acid
2 Piagam ASEAN (the ASEAN Charter) Pasal 3, lihat Charter of the Association of Southeast





Saat ini subjek hukum internasional tidak terbatas pada Negara saja, namun
meliputi entitas non-negara, dan salah satunya adalah organisasi internasional.3
Dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya maka Negara merupakan
subjek hukum yang sempurna, yang personalitas hukum internasionalnya tidak
perlu diragukan lagi. Sebaliknya masih ada yang memperdebatkan personalitas
hukum organisasi internasional sekaligus kapasitas hukumnya llegql copocity),
walaupun hal itu tersirat di dalam perjan,ian pendiriannya a
Terlepas dari pengaturan personalitas hukum ASEAN yang secara jelas diatur
seperti tersebut di atas, dan kontribusi ASEAN dalam bidang ekonomi, keamanan,
sosial dan budaya di kawasan, artikel ini akan membahas personalitas hukum
ASEAN menurut Piagam ASEAN. Pertama akan dibahas terlebih dahulu kriteria dari
personalitas hukum menurut hukum intemasional yang didalamnya akan dibahas
teori-teori personalitas hukum internasional beserta contoh-contohnya Setelah
itu, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan peBonalitas hukum intemasional
ASEAN. Bagian terakhir dari artikel berisi beberapa kesimpulan dan saran.
A. Kriteria Personalitas Hu/tt:m Qegal
personality) Organisasi Internasional
Memrrut Hukum Internasional
Pada abad kesembilan belas, Negara meruPakan satu satunya sublek hukum
intemasional yang memiliki secara penuh hak dan kewaiiban yang diakui
oleh hukum intemasional. Seiring dengan perkembangan hukum intemasional,
khususnya dengan berdirinya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), maka entitas
non-negara, seperti organisasi intemasionalt telah bermunculan sehingga
sekarang negara bukanlah satusatunya subiek hukum intemasional'
j Subiek hukum internasional non'negara lainya, yaitu vatikan, Palang Merah lntemaslonal'
B€lligerent dan lndMdu, sta*e, Pengantar Hukum lntemasional, i984, h 54-56
4 uenlenai perlaniian pendlrian organisasi intemasional daPat dituangkan dalam berbagai nama' 
pe4a-n;ian intemasionat, misahyJ charter (PBB, ASEAN), convenant (LBB), statuta (council
of Europe), sedangkan Constltution/Konstitusi dlpakai oleh ILO dan wHO, yang 5emuanya
dipandang dan diposisikan !€bagai sebuah konsdtusi bagi o€anisasi
5 Organisaiintemasional adalah seb-uah entias yang dibentuk berdasarkan Perianiian intemasionaldan
- 
an;gota utamanya adalah negara, yang biasanya disebut sebagai inter€ovemmental organization
(uni.rk membedakan dengan non€ovemmental organization yang dibentuk oleh individu atau
pensahaan /swasta), fih; Rebec<a MM Walla(e dan Olga Martin-Ortega, lnternational Law'
Sweet & Maxwel! Sixth Ed, 2oo9, h 87. Contoh dari N6O, Amnesty lrtemational, GreenPeace
karena kiprahnya sangat menoniol dalam masalah-masalah internasional, lihat juga Peter
Malanczui, AkehuBt'sa Modem lntroduction to lntemational Law, seventh Revised Edition'
Routledge, 2oo2, h 96
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Subjek hukum internasional didefinisikan sebagai 'on entw cqpoble oI
possessing interndtionol rights ond duties dnd endowed with the copacw to toke
Egol oction in the internotional p/ore6 Meruiuk kepada definisi ini, maka negara
merupakan subjek hukum internasional penuh, yarrg mempunyai personalitas
hukum (legal personal,ty) dan kapasitas hukum llegol capaciv\yang tidak terbatas.
Dalam artian seluruh hak dan kewajiban internasional melekat pada Negara yang
merupakan 'the originol, primory, and universol subiects oI intemotionol loty'.l
Tidak seperti Negara yang secara otomatis memiliki personatitas hukum,
tidak semua organisasi internasional memiliki personalitas hukum. Sebagai
contoh, the British Commonweolth (Persekutuan Negera-negara Persemakmuran
lnggris), meskipun dikatakan sebagai organisasi internasional, namun tidak
memiliki personalitas hukum yang membedakan lembaga ini dengan Negara-
negara anggotanya. Sebuah organisasi mungkin eksis tapi tidak mempunyai
badan/organ dan tujuan yang jelas untuk dikategorikan sebagai personalitas.s
Kontroversi mengenai iegal personality dari organisasi internasional muncul
misalnya pada akhlr tahun 194Gan setelah seorang mediator utusan PBB mati
terbunuh di lsrael yang menimbulkan pertanyaan apakah PBB dapat mengajukan
gugatan atau klaim di Negara tersebut yang bukan merupakan Negara anggota
pBB. Pertanyaan ini iuga muncul pala tahun 1980-an berkaitan dengan status
hukum dari the lnternationol lin Council yang mengalami kebangkrutan yang
mengharuskan pengadilan lnggris untuk memutuskan seberapa jauh tanggung
jawab dari Negara anggota Council dalam menanggung kerugian yang diakibatkan
dari ketidakberesan tanggung jawab keuangan councll.
Personalitas hukum sebuah organisasl internasional dapat secara jelas
dicantumkan dalam traktat pendiriannya. Sebagai contoh organisasi internasional
yang mencantumkan personalitas hukumdalam traktat pendiriannya, Uni Eropa,
Pasal 210 Perianjian Roma 1957, dan Pasal 4 (1) dari Statuta Roma 1998 dari
Mahkamah Pidana lnternasion-al. Namun harus dipahami bahwa, meskipun
sebuah organisasi internasional tidak mencantumkan secara jelas dalam traktat
pendiriannya tidak berarti organigasi internasional tersebut tidak mempunyai
personalitas hukum internasional. Pemyataan secara ielas dalam traktat pendirian
dapat memberikan kejelasan status darl organisasi internasional tersebut bagi
Negara lain non-anggota. Jika Negara non-anggota meragukan kompetensi dari
organsasi dalam melaksanakan hubungan internasional, maka pengaturan yang jelas
dalam traktat pendirian akan sangat membantu meniawab keraguan ini.eorganisasi
6 P R Menon, The Legal Personality of lntematjoMl organlzation, 4 sJlL (1992), h 79
7 Peter Malanczul! op.cit, h 91
8 lan Brownlig Principles of Public lntemational Law, oxford University Press (2008) h 678




internasional yang mencantumkan secara jelas dalam traktat p€ndiriannya tentang
personalitas hukumnya maka tidak diragukan lagi bahwa organisasi tersebut
berstatus sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan organisasi
yang tidak mencantumkan dalam traKat pendiriannya'
Sudah diakui bahwa organisasi internasional, seperti halnya Negara, adalah
subjek hukum internasional. Namun antara keduanya terdapat perbedaan yaitu,
pertama, unsur kedaulatan. Jika Negara merupakan sebuah entitas berdaulat
(o sovereiqn entq, rnaka organisasi internasional terdiri atas Negara-negara
berdaulat. Kedua, Negara karena hukum memiliki wilayah territorial tertentu untuk
menjalankan tugas dan fungsinya. Sebaliknya organisasi internasional tidak memiliki
wilayah tetapi organisasi internasional dapat mengelola sebuah wilayah, contoh
t)nited Nqtions lntedm Administration Mission in (osovo (UNMIK)'1o Ketiga, tidat
seperti Negara, organisasi internasional tidak dapat beracara di depan Mahkamah
lnternasional.ll Berkaitan dengan personalitas hukum organisasi intemasional ini,
menurut hukum internasional terdapat tiga teori utama,12 yaitu teori kontrak
atau teori subiektif, teori objektif, dan teori implisit atau teori fungsional Tiga
teori ini akan dijelaskan dibawah ini.
A.1. Teori subjekif atau teori keinginan (will
theory)
Teori yang pertama adalah teori kontrak atau teori subjektif yang menyatakan
bahwa personalitas hukum dari organisasi internasional tersebut berasal dari
keinginan negara yang dinyatakan secara eksplisit yang biasanya diwujudkan
dalam sebuah perianjian intemasional yang konstitutif lconstitutive treoty) 13 Teori
ini dapat dipahami dengan balk karena dasar dari hukum internasional adalah
10 UNMIK merupakan pasukan perdamaian PBB yang ditempatkan di Kosovo yang mendap'tkan
tugas untuk melakukan administrasi Pemerintaha; pasca Perang ljhat httpt'llwww un'orglenl
.r@.f,keffinEl missionsl uhrniv
,r 6it"il+irisa",r" lvtt menyatakan bahwa hanya negara yang dapat membawa perkaa dl
depan Mahkamah lntemaslonal
r: urituk pembahasan lebih detail tentang tiga teorl ini, Iiha! Henry C. Schermers & Nieh M
- gi-kk"i ;,"-"io"dl lnstitution to*, (sis), h g?&g7g; tan Bror 'mlie, Principles of Poblk
tinnotinotlaw, (r99o), h oze6ar; rreaeri; r rilas, hterMtional orgdnizdtbn in thet l4ol
setttng, 11993;, n )-54;' Chittharanian F Amerasin;he, Prih'iples oI the lnstltutional Low of
;;;;;,ilr;^;'6,i;;iions, (zoo:), t 67'too; Phillppe sands and Piere Klein' Eowett's rdw
oLintemotional instltutiom (ioor), h qzosrz , lihai iuga Koesrianti, The Development of the
,!ffi';;;;;,; iirii""'i t teit'"-nis., From iiplomacv to Legalism, Disertasi tidak
dipublikasikan, loo5, h 41
rlurtukcontohdarihalini,lihatSandsandKlein,ibi4h4Tl,sepertimisalnya:TreatyRome
'' i;;;;;;ilrk komuniti eropa/ecsc (Pasal 5), Perianiian intemasional taturn 1976 vang
iiniirir<In rreo (Psl.1o,secr1), Konvensi Huium taut rgri: ittte 1982 uN convention on the
J* ot af," sea) iuntuk the intemational seabed Authority; Psl 176), Treaty 1993 (the 199'
r."".vj v".i -.i"iit rn EccwAs (Psl. ga) Perianiian rnte;siond yjng membentuk coMESA
',Sgq'(pA r6q dan Protokol 1994 tentang institusi MERCOSUR (Psl 14)
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kesepakatan Negara (consent ol states\. Teori ini mengakui personalitas hukum
ppg3nisasi Internasional tidak penuh seperti Negara, namun terbatas pada hak
dan kewaiiban yang secara ielas dinyatakan dalam instrumen organisasi yang
memuat pendelegasian kedaulatan Negara'negara anggota kepada organisasi.
lperti yang dikemukakan oleh Finn Seyersted dalam kalimat di bawah ini:14
"...lntemotional orgdnizotion, in controdiction to states, 'do not come
into existence on the bosis ol general intemdtionol low when certoin
ldds ore present, but through on interndtionol convention which
contoins the constitution' dnd they Ao not possess the lull intemational
pe.sondlry of the stote, but only such tights dnd duties ds follow from
thei constitution'..."
Banyak organisasi internasional yang mencantumkan personalitas hukum
secara ekplisit pada perjanjian konstitutifnya,l5 sebagai tontoh, the lnterndtional
s@bed Authoriif dan olive oil Council.r1
Bahkan sebuah organisasi internasional dapat mengatur bukan hanya
personalitas hukum namun juga rincian hak dan kewajiban sekaligus di dalam
perjaniian konstitutifnya yang memberikan kekuasaan lebih luas meliputi kewenangan
bidang keperdataan, sebagai misal the Shanghai Cooperation Organization (SCo).8
q Finn Seyersted, 'lntemational Pe6onallty of lnterBovemmental Or8lanization', (964) 4 The
lndon .)oumil of lrtet'vtionol Ldw 1, h.12
iS The Westem lndian Ocean Tuna Organization: Convention on the Westem lndian Ocean TurE
Organization, the Canbbean Disaster Emergen(y Response Agency: Agreement Establishing
the Caribbean oisaster Emergenry ResPonse Agen<y, the lntemational Sugar Organization:
lntemational Sugar Agreement, the Commission for the Consewation and Management of
Highly Migratory Fish Stock in the Westem and Centrdl Pacific Ocean: Convedtion on the
Conservation and Management of Highly Migrato.y Fish stock in the Wenern and Central
Padfic O<ean. tlhat Chestemen, supra, h 2oz
i5 '"Ihe Authority shall have intemadonal legal petsonallty and such legal <apacity as nEy be
necessary for the exerals€ of its funatiorE and the fum mert of its Purposes.", Umted Nations
Corwerytion on the Law of the Sea (Konvensi Hukum l-aut) 1982, pasal 176. Lihat luga Sinpn
ChestenrEn, Does ASEAN Existl The Assoclation of Southeast Asian Nations as an lntemational
kgal Person, (2oo8) New york Unlve,s,ily ?ublk Law dnd Legol Theory WotkitE Pdpers. Paper
83, online: httpi//sr.nellco.otdhyulwplE,
17 "The lntemational Olive Oil Colncil shall have intematlonal legal personality. lt shall, in
parti<irlar, tEve the capacity to contElct, to acquire and dispose of movable and immovable
property and to institute legal proceedings. lt shall not have the Power to borow money."
lntemational Agreement on on olive Oil and Table Olives, Pasal 5 (1). Uhat iuga, Chesterman,
ibrd
18 "tu a subiect of intemational law, ScO shall have intemational legal capaclty...Sco shall
enjoy the rights of a legal person and may in partlcular: conclude treatles;acquire movable
and immovable property and dispose of iq aPpear in aourt as litiganq open aaccounts and
have monetary transactions made." Chartet of Shanghai Cooperation Organization, China,
Kazakhstan, KyrBzstan, Russian Federation, Taii'kistan dan Uzbekistan, 7 Juni 2oo2, Pasal 15,
Lihat iuga ChestenrEn, lbld
273
Hukurn Internasional
Namun banyak organisasi internasional saat ini yang tetap mempunyai
internosionol legol persondlw meskipun hal tersebut tidak tertuang dalam
c.harter instrumen pendirian organisasi internasional tersebut secara ekplisit.rs
Dikatakan bahwa,
There is no general code to require outomatic recognition of legol
persondlw when certain criterio ore lulfilled ... bestowol of internqtionat
legol personoiity remdins on exclusively reseNed option of stotes. 20
Artinya, organisasi intemasional ini dalam prakiknya tetap dapat menjalankan
fungsinya sebagai subjek hukum intemasional meskipun negara-negara anBgotanya
tidak memperjanjikannya di dalam piagam pendirian organisasi tersebut, sepeni
yang akan dijelaskan pada teori objektif berikut Ini.
A.2. Teori objektif
Teori objeldif mengatakan bahwa sejauh organisasi internasional tersebut bekerla
secara mandiri (a suffrciently outonomous monnerl, maka organisasi internasional
ini dikatakan telah mempunyai kemauan (o 'will) terlepas dari pengaruh atau
kemauan negara-negara anggota organisasi sebagai pembuatnya. Dengan demikian
organisasi tersebut secara ipso focto merupakan subjek hukum internasional
lintemationol legol person). Menurut teori ini, legal personaliti dari sebuah organisasi
internasional itu tidak tergantung pada maksud atau keinginan (subiective will
dari negara-negara ang8otanya, tetapi hal ini merupakan suatu hal yang melelct
pada organisasi berdasar hukum internasional l'bestowed upon the orgonizotions
by intemotiondl law').21 Artinya, ketika sebuah organisasi internasional memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagai organlsasi internasional maka secara otomatis
organisasi internasional teBebut memiliki personalitas internasional.2z
A.3. Teori implisit atau fungsional
Teori ini didasarkan pada pendapat hukum lodvisory opinionl dari Mahkamah
lnternasional dalam kasus Reparasi (the Reporotions Cosel Mahkamah lnternasional
Ithe lntemotionol court of Justice atau ICJ) yang mengakui hak dari PBB untuk
19 Esa Paasivirta, 'European Union: From an Aggregate of States to a legal Person', (1997) 2
Hofstro Low & Pollcy Symryium 37, h. 43
20 lbid.
21 Henry G S<hermers & Nlels M Blokker, tntefidtbrrll lnstitution t w, Intemational lnstiMional
Law, MartrnL,s Niihoff Publisher, h. 1565
22 Finn Seryened, Objective lntemational Personality of lntergovemmentat Organizations, 14 N.JIL
(1964), h.3
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rnengajukan gugatan melawan lsrael meskipun hak tersebut tidak terdapat dalam
?iagam PBB.23 Mahkamah lnternasional berpendapat bahwa PBB mempunyai
Ueriagai fungsi dan jika PBB tidak diberikan hak berupa personaliti hukum
tersendiri maka tidak mungkin PBB dapat menjalankan fungsinya, seperti dinyatakan
dalam advis hukum (advisory opinion) Mahkamah lnternasional yang menyatakan:
The Orgonization was intended to exercise and enioy, ond is in foct
exercising and enjoying, functions and rights which con only be explained
on the bosis of the possession of a large measure of internotional
personatity ond the copac$ to operote upon on internotional plone.
tt is ot present the supreme type of internotionol orgonizotion, ond it
could not corry out the intentions of its founders if it was devoid of
internationol personolity. lt must be acknowledge that its Members,
by entrusting certain functions to it, with the attendant duties and
responsibilities, hove ctothed it with the competence required to enoble
those functions to be effectively discharged.za
Menurut teori implisit (the implied powers) atau teori fungsional (functional
theory) ini sebuah organisasi internasional mempunyai hak, yang diperlukan
untuk mencapai tujuannya, meskipun hak tersebut tidak terdapat dalam traktat
konstituennya (constituent instrument). Mahkamah lnternasional menyatakan
dalam advis hukum yang sama bahwa:
"tlnder international lout, the Organization must deemed to hove
those powers which though not expressly provided in the Chorter, ore
conferred upon it by necessary implicotion as being essential to the
prerformonce of its duties.'as
Dengan kata lain, teori ini berpendapat bahwa organisasi internasional
mempunyai suatu personalitas hukum perolehan (a 'derived' legal personality)
yang merupakan akibat dari status yang ada pada organisasi, secara eksplisit
ataupun implisit diberikan oleh dokumen konstitutif organisasinya'26 Jika sebuah
organisasi internasional menjalankan fungsinya melalui organ-organnya di
masyarakat internasional, misalnya, membuat perjaniian, mempertukarkan para
diplomat mereka, atau mengerahkan pasukan internasional, menurut teori implisit
ini, organisasi internasional telah mempunyai personalitas hukum internasional
2l Lihat, Advis hukum (Advisory Opinion) tanggal 11 APril 1949, Repdtdtion for lniuries Suffered in
the Service of the uN, t.C. j. nep (rg+g) ilg, h, r74 (selaniutnya disebut lO Report 1949)
24 lbid, h 179
25 ICJ Report 1949, loc.cit, h 182






(international legal personality) sejauh diperlukan untuk memenuhi f
meskipun instrumen pendiriannya tidak mengaturnya secara jelas.27 ,.,ill:n
Reparasi Mahkamah menekankan empat karakteristik utama untuk personaliti
hukum internasional yaitu:28
a. the legol personolity must be indispensable to the achievemeft of the
organizotion's objeAive;
b. the orgonization is equipped with organs ond hos special tasks; and
c. the orgonizotion i*etf must be distinct from ond independent oI its men&r
states;
d. the legol personolity hos been confirmed by its member states in the proctie,
nomely, the existence of legol powers exercisoble on the internotional plans
and not solely within the notionql systems of one or more states.
Dari batasan tersebut maka personalitas hukum merupakan hal yang harus
ada untuk pencapaian tujuan organisasi, organisasi harus mempunyai organ
yang mempunyai tugas spesifik dan organisasi harus berbeda dan tidak dapat
dipengaruhi oleh Negara-negara anggotanya, dan harus ada kewenangan dan
kekuasaan yang nyata dari organisasi yang dapat dijalankan dalam hubungan
internasional bukan hanya di lingkup hukum nasional Negara anggota semata.
Malcom Shaw menyatakan bahwa personalitas hukum organisasi internasional
tergantung pada konstitusi organisasi yang bersangkutan, kekuasaan nyata dari
organisasi, dan praktik yang ada, yang didalamnya termasuk kewenangan untuk
mengadakan hubungan, membuat perjanjian dengan subjek hukum internasional
lainnya, seperti, negara dan organisasi internasional lainnya.2e Sedangkan Seryested
menyatakan bahwa personalitas hukum organisasi internasional meliputi kriteria
yaitu mempunyai organ internasional (yaitu organ yang dibentuk oleh dua atau
lebih Negara-negara berdaulat) yang bukan dalam kekuasaan dari satu Negara
atau komunitas Negara-negara, namun melalui partisipasi Negara-negara yang
bertindak secara bersama-sama melalui perwakilan mereka pada organ tersebut,3o
Organ ini melaksanakan hubungan internasional merefleksikan kedaulatan atas
nama mereka sendiri dan bukan karena diberi kewenangan oleh Negara-negara
anggcta. Tindakan ini sebagai asumsi kewajiban atas nama Negara-negara anggota.
Namun harap diingat, bahwa tidak seperti negara, dalam menjalankan haknya,
organisasi internasional terikat pada prinsip fungsi terbatas (a principle of functional
limitation).31 Hal ini sejalan dengan pernyataan Mahkamah lnternasional:32
27 Paasivirta, op.cit. h. 43
28 lbid; lihat iuga, Brownlie, op.cit, h. 679; Paasivirta, op.cit, h. 45 dan Ramses A Wessel, 'Revisiting
the lntemational Legal Status $ the EU', (zooo) 5 Europeon Foreign Affairs Raiew 5o7, h. 5t5
u9 Malcom Shaw, lnterndtionol Law, 1997, h. t9'r
3o Seryested, loc cit
31 Rama-Montaldo,'lntemational Legal Personalityand lmplied Powers of lntemational Organizations',(tgto) +C British Yearbook of Internationol Law rt'r, h. 'r4t
32 lCJ Report 1949, op cit, h. r8o
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Whereas o stote possesses the totol\ of internotional rights ond duties
recognized by internotional law on entity such os the Orgonization
must depend upon its purposes ond fundions as specified or implied
in its constituent documents ond developed in prodice. lnternotionol
organizations cannot undeftake purposes other than those established
in thei constituent chdrters, nor con they perform functions or exercise
powers other than those provided in their constituent constitutions,
unless they are to be implied through the link of necessity.
Pada umumnya dikatakan bahwa untuk dapat dimasukkan sebagai sebuah
organisasi internasional dan mempunyai status hukum personalitas menurut hukum
internasional, sebuah organisasi harus didirikan berdasarkan perjanjian internasional
yang dibuat oleh negara. Dan negara-negara ini adalah anggota dari organisasi
tersebut, dan organisasi tersebut harus paling sedikit mempunyai satu organ yang
mandiri, berdasar hukum internasional.33 Mahkamah lnternasional mengatakan:
'lt is dfficult to see how such o convention could operote except upon
the internotionol plone ond as between parties possessing internotional
personality ...(it)...can only be explained on the basis of the possession
of o lorge meosure of internationol personality and the capacity to
operate upon on internationol plone ...what it does mean is that it is
a subject of internationol law and copable of possessing internotionol
rights and duties, ond that it hos the copac$ to mointoin its rights
by internationol cloims'.34
Sedangkan instrumen konstitutif organisasi internasional hampir selalu
berbentuk perjanjian internasional (treaty), meskipun dalam kasus-kasus khusus,
sebuah organisasi internasional dapat dibentuk oleh suatu tindakan dari sebuah
organisasi internasional atau beberapa organisasi internasional.3s Dalam prahik
internasional, bahkan perjanjian internasional tersebut tidak harus dalam bentuk
Ireoty. Beberapa organisasi internasional didirikan berdasarkan konferensi tanpa
perjanjian formal, contohnya, Dewan Colombo Plan (the Colombo Plan Council) dan
Komite Konsultatif Asia-Afrika (the Asian-African Legal Consultative Committee).36
Organisasi Pariwisata sedunia (the World Tourism Organization) terbentuk
3J F Morgenstem, Legal Problemsof lnternationalOrganizations, (1986), h. t9
14 ICJ Report 1949, op cit, h 182
)5 Sebagai misal, the Global Environment Facility, didirikan oleh gabungan antara, Bank Dunia,
UNEP dan UNDP, lihat Sand dan Klein, op.cit, h. 127




berdasarkan penerimaan atas suatu Statuta pada tahun 1970 oleh organisasi
nor.t€overmental, yaitu the lnternational Union of Officiol Travel Organizotions.3t
B. Personalitas hukum ASEAN (ASEAN legal
pqsonality)
Personalitas hukum ASEAN baru diatur secara normatif dalam Piagam ASEAN
diPasal 3 nya yang berlaku tahun 2008. Timbul pertanyaan, apakah dapat diartikan
bahwa sebelum adanyaPiagam, ASEAN sudah mempunyai personalitas hukum?
Atau adanya personalitas hukum ASEAN baru ada setelah diatur secara eksplisit
di Piagam. Untuk menjawab pertanyaan ini maka personalitas hukum ASEAN
akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan di atas. Deklarasi
ASEAN 1967 sebagai perjanjian pendirian ASEAN tidak mengatur mengenai.
personalitas hukum ASEAN.38Bisa jadi para pendiri ASEAN pada waktu itu tidak
berpikirsejauh itu yang meliputi personalitas hukum semacam itu, karena tujuan
mereka membentuk ASEAN adalah -untuk menjadikan ASEAN sebagai forum
untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan diantara Negara-negara anggota, selain
untuk kemajuan dan keamanan kawasan. Deklarasi ASEAN menyatakan tujuan
ASEAN yaitu untuk membentuk "good understanding, good neighbourliness ond
meaningful co-operotion" in economic, sociol, ond culturol fields. Deklarasi ASEAN
dari sisi substansi merupakan perjanjian internasional yang sangat sederhana yang
terdiri atas dua halaman saja sehingga substansinya tidak rumit dan terperinci,
Hal ini tergambar dari pernyataan Mr Rajaratnam (Menlu Singapura wahu itu)
di AMM tahun 1974 yang menyatakan:
"[y]ou moy recollect at the first meeting in 1967, when we had to
droft our communique, it was very dilficult problem of trying to soy
nothing in obout ten poges, which we did. Because ot thot time, we
ourselves having launched ASEAN, were not quite sure where it wos
going or whether it wos going onywhere ot oll"
37 R Cilmour, 'The World Tourism Organization: lntemational Constitution Law with a Difference',(97r) 18 Netherlands lnternational Ldw Review 275
38 Rodolfo Severino, bekas Sekjen ASEAN mengatakan bahwa: ASEAN'is not and was not meaflt
to be a supranational entity a:ting independently of its members. lt has no regional parliament
or council of ministers with law-making powers, no power of enforment, no judicial system',
Rodolfo Severino, Asia Policy Lecture: What ASEAN is and What it Stands for
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Jika dibaca sepintas, maka Deklarasi ASEAN hanya merupakan suatu statemen
yang berisitentang tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN dan tidak dapat diklasifikasikan
sebagai perjanjian internasional yang membentuk organisasi internasional dan
oleh karena itu, tidak memberikan landasan hukum untuk personalitas hukum
ASEAN.3eDi samping itu, Deklarasi ASEAN menyatakan, bahwa ASEAN adalah 'on
Associotion for Regional Cooperation omong the countries of South-Eost Asia'.
Lebih lanjut Deklarasi ASEAN mengatakan bahwa,
'the Associotion represents the colledive will of the notions of South
Eost Asio to bind themselves together in friendship ond cocperotion
ond, through joint elfotts ond socrifices, secure for their peoples ond
for posterity the blessings of peace freedom ond prosperity'.
Dalam dekade terakhir ini, ASEAN telah mengkonsolidasi organisasinya dan
negara-negara anggotanya menjadi sebuah organisasi yang secara ekonomi lebih
terintegrasi dan mengadakan perjanjian internasional dengan Negara atau organisasi
internasional lainnya. ASEAN telah mengeluarkan sejumlah perjanjian di bidang
ekonomi, keamanan, dan sosial budaya misalnya Treoty of Amtty ond Cooperotion
(TAC),40 Southeast Asio Nucleor-Weapon Free Zone Ireaty (SEANWFZ),4I ASEAN Free
Trode Areo (AFTA),42 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).a3Dengan
kiprah ASEAITI tersebut apakah ASEAN mempunyai status personalitas hukum
internasional (international legal personality) seperti yang dimakudkan oleh Ml
dalam kasus Reparasi, dan merupakan sebuah organisasi internasional. Pertanyaan
ini muncul karena tek dari Deklarasi ASEAN sebagai instrumen kontitutif sama
sekali tidak menyebutkan mengenai hal ini.
Sedangkan 'treoty moking powel atau kewenangan untuk membuat perjanjian
internasional dengan subjek hukum internasional lainnya dari ASEAN, sangatlah
berkaitan erat dengan 'objective internotionol legol personalrV (personalitas hukum
internasional objektifl dari ASEAN. Dengan kata lain, jika ASEAN mempunyai
'internotional legal personoftos' maka otomatis organisasi tersebut mempunyai
'treoty making powel tersebut.
Sebagai perbandingan, pertanyaan di atas tidak berlaku bagi Negara karena
karakteristik fundamental dari Negara berupa kedaulatan dan kemerdekaan penuh
serta kesetaraan Negara melekat pada Negara yang diakui oleh struktur sistem
hukum internasional sebagai subjek hukum internasional yang asli dan utama.
39 Ceorge T L Shenoy, 'The Emergence of a legal Framework for Economic Policy in ASEAN',
(tgaZ) zS Maloya Law Review 117,119
4OTrakat Persahabatan dan Keriasama
41 Southeast Asia Nuclear-weapon Free Zone Treaty (SEANWFZ)
42 ASEAN Free Trade Area
43 ASEAN Framework Agreement on Services
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Pada dasarnya hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubtrngan
antar Negara. Dikatakan oleh L. Oppenheim bahwa, 'Since the law of notfons &
bosed on the common consent of individuol States, ond not of individuol lra7*,,
beings, Stotes solely and exclusively are subjects of internotional /ow''aSedang6l
bagi organisasi internasional, maka harus dilihat lebih dahulu peran organissl
tersebut dalam ketertiban dunia yang dapat dijadikan sebagai bukti dari adany3
kepemilikan personalitas hukum dan kewenangan organisasi tersebut. Masalah
yang timbul ketika memasukkan subjek hukum lain, selain Negara, ke dalam
hukum internasional tergambarkan pada konsep 'legol personolity' yang merupakan
unsur sentral yang terkait dengan kapasitas untuk mengajukan gugatan/klaim
jika terjadi pelanggaran hukum internasional, membuat perjanjian internasional
yang sah, dan mempunyai keistimewaan dan imunitas dari yurisdikisi hukum
nasional suatu Negara.as
Personalitas hukum dan kewenangan hukum ASEAN dapat diilustrasikan
dengan adanyabeberapa perjanjian internasional yang telah dibuat oleh ASEAN
dengan Negara lain atau organisasi internasional lainnya. ASEAN pada beberapa
tahun telah mengadakan perjanjian perdagangan bilateral dengan beberapa Negan
dan organisasi internasional, misalnya ASEAN- China, ASEAN-Jepang, ASEAN -
Korea Selatan, ASEAN - lndia, ASEAN plus three (ASEAN -. China, Jepang dan




Salah satu perjanjian tersebut adalah perjanjian perdagangan bebas ASEAN
China atau CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement). Perjanjian ini ditandatangani
tahun 2003. Meskipun waktu itu personalitas hukum ASEAN belum diatur secara
ekplisit. Pembuatan perjanjian itu merupakan hal yang terkait dengan tujuan
ASEAN sebagai organisasi ekonomi yang terintegrasi, sehingga personalitas hukum
merupakan hal yang tak terhindarkan (the legal personality must be indispensable
to the achievement of the organization's objective).a6 Pencapaian tujuan sebuah
organisasi internasional biasanya dituangkan dalam treaty pembentukannya secara
jelas, sistematis dan resmi.
Hal kedua, ASEAN mempunyai organ yang mempunyai tugas dan fungsi
khusus untuk mencapai tujtran ASEAN (the organization is equipped with organs
and has special tasks). Organisasi ASEAN menurut Deklarasi ASEAN meliputl:a7
44L Oppenheim, lnternational Law A Treatise, zil Ed, t9tz, Vol I (Peace), h 19.
+S p"t"i Malanczut<, Akehurst,s Modem lntroduction to lntemational Law, 7th Ed, New York:
Routledge, zooz, h 9l
46 Pasal r beklarasi ASEAN memuat tuiuan dari ASEAN yaitu 'estoblish a firm foundation for
common oction to promote regional cooperdtion in South-Edst Asia in the spirit of equolity
and partnership and thereby coitribute towards peace, progress and prosperity in the regiod'
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L. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT ASEAN (ASEAN Summit) yang
merupakan pertemuan kepala Negara/pemerintahan Negara-Negara ASEAN
mempunyai otoritas kekuasaan tertinggi di ASEAN, yang berfungsi untuk
menentukan arahan arahan bagi kegiatan ke{asama ASEAN;
2. ASEAN Ministerial Meeting (AMM) yang merupakan pertemuan para menteri
luar negeri Negara Negara ASEAN. AMM bertugas merumuskan garis kebijakan
dan koordinasi kegiatan ASEAN yang telah diputuskan dalam KTT. AMM
diadakan setahun sekali tetapi dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan
lebih dari sekali;
3. ASEAN Economic Ministerial Meeting (AEM) merupakan sidang para menteri
ekonomi ASEAN yang merupakan badan tertinSgi dalam menentukan kebijakan
kerjasama ekonomi ASEAN. AEM diadakan setiap setahun sekali. Tugasnya
memberikan laporan bersama-sama dengan AMM kepada KTT;
4. sidang Menteri-Menteri Sektoral ASEAN yaitu sidang para menteri yang
menyangkut bidang-bidang tertentu dalam kerjasama ekonomi, yaitu bidang
investasi, energi, pertanian dan kehutanan yang dilaksanakan bila diperlukan
untuk memberi arahan kerjasama ASEAN pada bidang-bidang tersebu!
5. Sidang Menteri-menteri ASEAN lainnya yang meliputi lingkungan hidup,
keuangan, penerangan, tenaga kerja, hukum, kabut asap regional, pembangunan
pedesaan dan penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial, kejahatan
lintas Negara, kesehatan, pendidikan, transportasi, pariwisata, kebudayaan,
serta informasi dan kepemudaan;
6. ASEAN Stonding Committee (ASC) atau panitia tetap ASEAN merupakan
kordinator dari seluruh kegiatan ASEAN selama setahun yaitu diantara
dua AMM. ASC terdiri dari menteri luar negeri tuan rumah sebagai ketua,
sekretaris jenderal ASEAN dan direktur jenderal sekretariat nasional ASEAN.
Tugasnya meliputi: mengawasi seluruh kegiatan dari komite-komite fungsional
yang ada, menangani hubungan-hubungan eksternal (kerjasama), melaksanakan
operasional sekretariat ASEAN;
7. Senior Officiols Meeting (soM) yaitu siding para pejabat tinggi ASEAN yang
secara resmi baru dilembagakan pada KTT ke-3, bertanggung jawab untuk
menangani kerjasama di bidang politik dan keamanan;
8, Senior Economic officials Meeting (sEoM) merupakan pertemuan pejabat
tinggi ekonomi ASEAN dan secara resmi dilembagakan pada KTT ke-3;
9. Kerjasama fungsional ASEAN (komite-komite) meliputi komite budaya dan
informasi, sain dan teknologi, kepemudaan, ketenagakerjaan, energi dan
lain-lain.
10. Sekretariat ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN. ASEAN Sekretariat dibentuk
pada 24 Februari 1976, berkedudukan di Jakarta yang merupakan badan
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administrasi yang bertugas menyediakan secara lebih efisien koordinasi
semua organ di ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN dilengkapi dengan 2
wakil Sekjen yaitu Sekjen AFTA dan Sekjen Kerjasama fungsional;
L]-. Sekretariat Nasional ASEAN. Dibentuk di setiap negara anggota ASEAN.
Tugasnya adalah melakanakan tugas organisasi atas nama negara masir6.
masing yang melayani sidang tahunan atau sidang khusus para Mefieri
Luar negeri, sidang ASC dan komite-komite ASEAN.
Organ ASEAN menurut Piagam ASEAN mengalami beberapa perubahan dan
penambahan. Piagam ASEAN selain ntempertahankan lembaga yang sudah ada
juga membentuk beberapa lembaga baru di ASEAN. Diantara lembaga-lembaga
yang ada di dalam struktur organisasi ASEAN menurut Piagam ASEAN (diatur
dalam pasal 7 - 75 Piagam, BAB lV: Organ), terdapat beberapa lembaga baru
bentukan dari Piagam ASEAN Yaitu:
a. ASEAN Community Councils (Dewan Komunitas ASEAN)
b. ASEAN Sectoral Ministerial Eodies (Badan Kementerian Sektoral)
c. Committee of Permatrcnt Representotives to ASEAN (Komite Wakil Tetap
ASEAN)
d. ASEAN Human Rights Body (Badan Hak Asasi Manusia ASEAN)
e. Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation)
Sedangkan lembaga-lembaga yang lainnya merupakan lembaga yang telah
ada sebelumnya, namun diperinci tugasnya, yang meliputi, KTT ASEAN (ASEAN
Summit), Dewan Koordinasi ASEAN dikenal sebagai ASEAN Ministeriol Meeting
atau AMM (ASEAN Coordinating Council), Sekretaris Jenderal ASEAN (Secretary-
General of ASEAN) dan Sekretariat ASEAN (ASEAN Secretariat), Sekretariat Nasional
ASEAN (ASEAN National Secretariat).
Selain itu, Piagam juga mengatur mengenai entitas yang berhubungan dengan
ASEAN (Pasal 15). Dalam hal ini, ASEAN dapat melibatkan entitas-entitas yang
mendukung Piagam ASEAN, terutama tujuan-tujuan dan prinsip-prinsipnya. Daftar
entitas ini terdapat dalam Lampiran 2 dari Piagam, yang terdiri dari, parlemen,
organisasi-organisasi bisnis, lembaga-lembaga penelitian dan akademik ASEAN,
organisasi-organisasi masyarakat madani yang terakreditasi, dan para pemangku
kepentingan di ASEAN lainnya. Aturan pelaksanaan dan kriteria keteriibatan entitas-
entitas ini diatur oleh Kornite Wakil Tetap ASEAN atas rekomendasi Sekretaris
Jenderal ASEAN. Lampiran 2 ini dapat diperbarui oleh Sekretaris Jenderal ASEAN
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HalketigayangharusdianalisisadalahapakahASEANsebagaisebuah
organisasi internasional adalah organisasi yang 'berbeda dan independen' 
(distinct
]ni inU"p"na"nt) dari Negara-negara anggotanya. Piagam ASEAN, jelas mengatakanjrtrm p.rat 3 bahwa ASEAN merupakan organisasi 'inter-govermentol'' lni berarti
orto* ,"rroakan organisasi antar pemerintah. Jadi meskipun Piagam ASEAN
mengatakan ASEAN mempunyai status personalitas hukum, namun dilihat 
dari isi
frrri t"rr"urt negara-negara anggota ASEAN menghendaki A5EAN tetap sebagai
lrganisasl antar pemerintah bukan organisasi supranasional, yaitu suatu organisasi
,r-nt ,"rprnyai kedudukan di atas negara-negara anggotanya' seperti Uni
iropr. Untrt dapat dikatakan mempunyai personalitas hukum dan treaty moking
powe, maka 'the organization itsetf must be distinct from and independent of
'B 
member stotes" Piagam ASEAN berisi tujuan ASEAN dan mekanisme untuk
mencapainya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa telah terbentuk suatu entitas
baru yaitu organisasi internasional publik (yaitu ASEAN) yang berbeda dari negara-
negara anggotanya, bekerja secara mandiri di tingkat internasional'
pada awal awal tahun berdirinya ASEAN, struktur yang relatif longgar dan
tidak lengkap di dalam organisasi ASEAN dan adanya keinginan negara-negara
anggota ASEAN untuk tetap menjaga kedaulatan individual negara mereka, telah
menimbulkan kesulitan yang berarti bagi ASEAN sebagai organisasi, khususnya
berkaitan dengan keinginan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama di bidang
ekonomi. Usaha telah dilakukan untuk mengatasi hal ini, salah satunya yaitu
pada KIT Bali 1976 dengan dideklarasikan The Treaty of Amtty and cooperotion
irnc) yrng dimaksudkan sebagai fondasi bagi ASEAN untuk lebih aktif, dan
untuk mengakomodasi masuknya negara-negara lain di Asia Tenggara sebagai
anggota ASEAN.
TAC merupakan suatu perjanjian yang sangat penting bagi perkembangan
ASEAN karena memuat hak dan kewajiban dari negara anggota' sangat menarik
untuk dicermati bahwa seluruh negara anggota yang bergabung kemudian dengan
ASEAN, seperti, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja menandatangani TAC
ketika menjadi anggota ASEAN.48
Keberadaan ASEAN selama kurang lebih empat dasawarsa sebelum terbentuknya
Piagam menempatkan ASEAN sebagai organisasi regional yang penting dan
disegani di Asia. Hal tersebut dapat dicapai tanpa adanya suatu dasar hukum
yang formal (hanya suatu Deklarasi) dan cara kerja ASEAN selama ini didasarkan
pada musyawarah dan mufakat (consensus) mengacu kepada persuasi politik
daripada penegakan hukum (biasa disebut sebagai "ASEAN Way'')
48 History and Evolution of ASEAN httpllwww,aseansecorgfoverview dikunjungi 't4lo6ltot3
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Pada tahun 2007, ASEAN telah membentuk piagam ASEAN (ASEAN Charter).
Pada bagian Preamble Piagam ini ASEAN secara eksplisit memutuskan untuk
membentuk 'the legol and institusional frameworV dari ASEAN. Kemudian
pada Pasal 3 Piagam ASEAN dinyatakan: 'ASEAN, os an inter-governmenta!
ogonizotion, hereby conferred legol personolity'. Dari isi Pasal 3 tersebu! 363
dua hal yang dinyatakan oleh ASEAN. Peftama, jelaslah bahwa ASEAN adilah
organisasi internasional yang sifatnya inter-governmentol (antar pemerintah) bukan
supra-nasional seperti Uni Eropa.ae Kedua, ASEAN sebagai organisasi internasional
mempunyai legal personality. Pada dasarnya, Piagam merupakan pernyataan
pembentukan ASEAN secara resmi (formal) sebagai sebuah organisasi inter-
governmentol (intra-pemerintah), yang merubah status ASEAN sebagai entitas
organisasi regional yang longgar. Para negara anggota sepakat untuk menjadikan
ASEAN sebuah organisasi dengan personalitas hukum sebagai sebuah organisasi
intra-pemerintah, yang terpisah dari masing-masing negara anggotanya. Diharapkan
dengan adanya Piagam, negara-negara ASEAN akan mempunyai kerangka kerja
sama untuk bekerja secara efisien dalam lingkungan yang didasarkan pada
hukum (ruled-bosedl. Dengan adanya Piagam ASEAN maka seluruh keputusan dan
perjanjian akan menjadi mengikat secara hukum. Sehingga Piagam merupakan
sebuah dokumen hukum yang membuat ASEAN lebih efektif karena ASEAN
harus berpacu dengan organisasi lainnya untuk membangun integrasi regional
dan komunitas ASEAN.
Piagam ASEAN dengan demikian telah menjawab permasalahan yang selama
ini dialami oleh ASEAN yaitu menyangkut personalitas hukum (legal personoliryl.
Dari kajian teori subjektil ASEAN primo focie, memiliki personalitas hukum ini
karena Piagam mengatur mengenai hal ini secara jelas. Namun karena ASEAN
mempraktikkan konsultasi dan konsensus sebagai modus operondi, maka bisa
disimpulkan bahwa keputusan ASEAN tidak berbeda sama sekali dengan kemauan
dari negara anggotanya.so Dengan kata lain, ASEAN tidak mempunyai keputusan
sendiri sebagai organisasi, dalam arti ASEAN bukanlah suatu organisasi yang
independen karena keputusan ASEAN sangat bergantung pada kemauan dan
49 Arti supranasional atau organisasi intemasional dengan kekuasaan supranasional diartikan sebagai
sebuah or6;anisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengikat secara hukum Negara-negan
anggotanya dengan keputusarrkeputusan yang dikeluarkannya. Sehingga organisasi supranasional ini
mempunyai kewenangan memerintah dan mempunyai kewenangan membuat aturan (law making
power) dalam hubungannya ciengan Negara anggotanya dari pada organisasi intemasional. Thornas
Buergerthal dan Sean D Murphy, Public lntemational Law, Thomson West, zoo7, h ,9
50 Konsensus ini masih dipertahankan dan diatur dalam Piagam ASEAN. Pasal 20 ayat 1 Piagam
ASEAN, keputusan ASEAN didasarkan pada konsensus. Meskipun dibuka kemungkinan memakai
cara selain consensus dalam pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa, lika konsensus tidak
dapat dicapai, maka KTT akan "memutuskan bagaimana sesuatu masalah tertentu diputuskan"
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keinginan dari negara anggota. Hal ini berbeda sama sekali dengan Uni Eropa
airnana organisasi dapat membuat suatu keputusan secara independen dan 
dapat
dit rrpk n tu."r" langsung di lingkup nasionalsl
ASEAN dibentuk dimaksudkan sebagai sebuah organisasi yang iauh dari
formal yang didirikan berdasar pada sebuah Deklarasi yang sangat sederhana
,rane hanya terdiri dari lima pasal saia yang didukung oleh beberdpa deklarasi,
'coniord, dan communique, yang hampir semuanya tidak memerlukan ratifikasi
dari negara-negara antgota, kecuali untuk TAC dan ZOPFAN 
52 Namun, ASEAN
ternyata dapat eksis dan bahkan merupakan salah satu organisasi regional yang
berhasil di dunia ini, seiaiar dengan organisasi regional yang ada dibelahan dunia
binnya seperti Uni Eropa di Eropa, NAFIA di Amerika, atau SAACR di Asia Selatan'
Menurut teori obiektif, suatu organisasi akan dapat memiliki suatu /egol
pelonotity jika organisasi tersebut mempunyai organ sendiri dan mampu
mengadakan perianjian dengan subjek hukum lainnya' Tidak dipungkiri bahwa
ASEAN mempunyai organ, tugas dan tuiu3n sendiri. Namun, terkait den8an
kemampuan untuk mengadakan atau membuat perjariiian dengan subjek hukum
lainnya, ASEAN tidak mempunyai lernbaga atau organ tunggal yang dapat r'rewakili
ASEAN, seperti misalnya, Dewan Uni Eropa (theEuropeancouncil) Dalam seluruh
perjanjian yang dibuat oleh ASEAN, baik yang dibuat di kalangan ASEAN, maupun
dengan entitas lainnya, masing-masing negara ASEAN harus membubuhkan tanda
tangan. Hal ini menggambarkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan diputuskan
atas nama masing-masing negara anggota bukan atas nama ASEAN sendiri53
Dengan kata lain, negara-negara anggota tidak mendelegasikan kewenangan
mereka kepada organ yang ada di ASEAN sebagai organisasi mereka Hal ini iuga
terlihat ketika ASEAN menghadiri konferensi di PBB, Negara-negara ASEAII masih
hadir sebagai masing-masing individu Negara dari pada sebagai mewakili ASEAN'
Akan tetapi harap diingat bahwa, 'the presence or obsence of internotional
pe$onality under internqtionol low however does not necessorily determine
the tegol cdpocity ol on interndtionol organizotion under domestic low of
member or non-member stotes.4 Jadi, meskiDun suatu organisasi internasional
tidak mempunyai status personalitas hukurn internasional, namun hal ini tidak
menghalangi suatu organisasi internasional untuk mempunyai kapasitas hukum
51 Sebagai salah satu indicatd dari suPranasionalitas organlsasi intemasional adalah kewenangan
orgaiisasi Untuk membuat hukum komunitas untuk diteraPl'.an dan berlaku se(ara langsung
(directly applicable and enforceable) di wilayah Negara anggota tanPa perju dibuat undang-
undang laniutan dari negara tersebut, lihat Buergenthal dan Murphy, loc.cit
tr Ljhat online httr4l lwww.aseonsecorglthe"foundingof<sednt dikuniungi o4/o/2013
5l Koesrianti, The bevelopment of ASEAN Trade DisPute Settlement Me(hanism: From DiPlomacy
to Legalism, Desertasi, 2oo5, h 47
54 Kirgis, op.cit, h 145
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sebagai sebuah organisasi menurut hukum nasional dari negara
negara bukan anggota.ss
Sehubungan dengan status personalitas hukum khususnya menurut hukurn
nasional domestik dari negara-negara anggotanya, banyak organisasi intemasiond
yang tidak secara eksplisit menyatakan pada perjanjian pendirian organisasiny4
Beberapa dokumen konstitutif dari organisasi internasional tidak mengatur
mengenai hal ini, contohnya, theWestern Europeon Union, the North Aflon&
Treoty Orgonizotion don the Council of Europe. Sebagai contoh, Piagam PB3
Pasal 104 menyatakan: 'The Organizotion shall enioy in the territory of e4,t
of its Memberc such tegol capocity as moy be necessary for the exercise ol b
functions and the futfilment of its purposes.' Demikian juga, Pasal 282 hlA t
171) dari Perjanjian Komunitas Eropa (EC Treoty) menyatakan,"..Komunitas hary5
mempunyai personalitas hukum (the Community sholl hove legol personolity\' (xn
lebih lanjut menyatakan 'in eoch of the Member Stotes, the Community sholl enjoy
the most extensive tegal copocity accorded to legol persons under their laws....&
Bahkan EC Treaty lebih lanjut memberikan suatu ilustrasi yang dimaksudkan
dengan hal tersebut, yaitu Komunitas (fhe Communityl 'dapat, terutama, untuk
memperoleh atau mendapatkan barang-barang bergerak maupun tidak bergenk
dan dapat juga menjadi pihak dalam suatu gugatan (legol proceedingsl'.
Mahkamah Eropa (the European Court of Justice) dalam kasus Costo v ENEI
dalam salah satu bagiannya menyatakary
by contrast with ordinory internotional treoties, the EEC Treaty has
creoted its own legol system which, on the entry into force of the
Treoty, become integrol port of the legal systems of the Member
Stotes... hoving its own institutions, its own personality, its own legol
capactty ond copacity of representotion on the internotional plonesl
Kasus ini merupakan kasus yang sangat penting, terutama dalam kaitanya
dengan status personalitas hukum Uni Eropa, karena dalam kasus ini Mahkamah
Eropa memutuskan bahwa Uni Eropa merupakan suatu organisasi internasional
yang mempunyai organ sendiri, mempunyai personalitas sendiri, kapasitas hukum
sendiri dan kapasitas sebagai perwakilan (dari organisasi) di dalam masyarakat
internasional. Dari keputusan ini dapat disimpulkan bahwa Uni Eropa bukan
merupakan suatu organisasi internasional yang biasa, karena Mahkamah Eropa
mengatakan bahwa Perjanjian lnternasional Masyarakat Eropa lECTreatyl bukanlah
55 Jan Klabbers, An tntrodudion to lnterndtionol lnstitutional Low, (zooz), h 49
56 Untuk text dari EC Treaty (Treaty estabtishing the European Community) lihat di http://europ0'
e u I eu-l aw I tr e oti es I i ndex_en. h tm
,l Case 6164 (1964) European Court Reports (ECR) 585 h 593
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perjanjian internasional biasa. EC rreoty lelah menciptakan suatu legal sistem





organisasi antar pemerintah mempunyai status personalitas hukum' 
Perjanjian
,nirrc O"."rintah lndonesia dan ASEAN berkait dengan hak lstimewa dan
rekebalan sekretariat ASEAN tahun 1979 (Agreement between the Government
of lndonesio ond ASEAN Relating to the Privileges ond lmmunities o/ the ASEAN
secretariat| 20 Januari 1979 berisi tentang kapasitas hukum, keistimewaan, dan
t<ekebalanASEANdidalamwilayahnegaraanggotanya,dalamhalini,negara
Republik lndonesia, terutama untuk memenuhi fungsi dan tujuan dari ASEAN'5e
Perjanjian ini sebagaian besar tentang kapasitas organisasi, hak istimewa dan
ret<eualan ASEAN di dalam hukum domestik, dalam hal ini, hukum nasional
lndonesia. Dengan adanya perjanjian ini, maka Sekretariat ASEAN, gedung/
bangunan, staf/karyawan, dan arsip mempunyai kapasitas hukum' hak istimewa'
dan kekebalan. Sebagai misal, Sekretariat ASEAN mempunyai kapasitas 
yuridis,
yaitu, kapasitas untuk membuat perjanjian atau kontrak; untuk memperoleh dan
memindahkanbarang-barangtakbergerakdanbergerak;danuntukberacaradi
depan pengadilan lndonesia.6o Gedung dan arsip dari sekretariat ASEAN harus
dijaminkeamanannyadanharusselaludalamkontroldankewenanganSekretaris
Jenderal ASEAN seperti tertuang dalam perjanjian'
Pihakyangberwenangdarinegaratuanrumah(lndonesia)tidakdapat
memasuki gedung, meskipun untuk tujuan penangkapan atau memberikan surat
penangkapan, tanpa .rjin dari pimpinan administratif (dalam hal ini, Sekjen ASEAN).
Di samping itu, ASEAN kebal terhadap penggeledahan' perampasan' penyitaan'
dan segala bentuk campur tangan rlari pihak ekekutil administratif, judikatif
dan legislatif. ASEAN juga dikecualikan dari pajak, bea dan pungutan lainnya'
tarangan dan batasan import dan eksport yang berkaitan dengan barang-barang
yang diimpor atau ekspor oleh Sekretariat untuk kepentingan dinas ASEAN'
58 Hukum komunitas akan menang daliim hal lika teriadi konflik antara hukum komunitas 
dan
hukum nasional ru"g.," .ng[oirfsepertl halnya di daiam Negara bersistem federal, Buergenthal




tie<sean-secretoriat-iakirta-zo-ionuary4g7 9 dikuniungi zo I o6lzot)
60 lbid, Pasal 3
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Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal dan staf dari Sekretariat ASEAN, ape*fli
kewarganegaraannya, di dalam negara lndonesia memperoleh: (i) imunitas fu1
proses hukum yang berkaitan dengan tindakan-tindakan termasuk didalamnp
perkataan, pernyataan teftulis, atau keb'rjakan mereka yang berkaitan dengan tuga5
kedinasan dan dalam menjalankan tugas mereka; (ii) imunitas dari penggeledahan
terhadap tas kedinasan mereka. Mereka juga dikecualikan dari pajak atas gaji
mereka dan atas uang diluar gaji yang dibayar oleh Sekretariat. Dalam lingkup
internasional, ASEAN belum mempunyai status dan kewenangan yang dapat
dilakanakan terhadap Negara yang bukan Negara anggota ASEAN.
C. Simpulan
ASEAN dapat dikatakan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian
dengan subjek hukum lainnya (treoty moking powerl sebagai sebuah organiusi
internasional utuh. Namun, ASEAN merupakan sebuah asosiasi permanen dari
negara-negara yang telah ditetapkan fungsinya dan tujuannya dan telah dilengkapi
dengan organ tersendiri. ASEAN telah menghasilkan beberapa persetujuan dalam
bidang politik, ekonomi, dan sosio-budaya diantara negara-negara anggota ASEAN
dan bahkan telah membuat persetujuan perdagangan dengan beberapa Negan
serta organisasi internasional lainnya. Keseluruhan persetujuan tersebut merupakan
suatu persetujuan yang mengikat secara hukum diantara para pihak (/egolly
binding on the porties). ASEAN menurut Piagam ASEAN telah berkembang menjadi
sebuah organisasi politik regional yang berdasar hukum lrule-based orgonizotionl
di kawasan Asia Tenggara. Jadi, ASEAN dalam hal tertentu yaitu dalam upaya
untuk mewujudkan fungsinya khususnya tujuan dalam bidang ekonomi, ASEAN
telah mempunyai personalitas hukum ini, paling tidak vts o vis dengan negara
anggotanya.
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